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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1438 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR
KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis
nasional yaitu pembangunan jalur kereta cepat antara Jakarta dan
Bandung, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan
pembangunan prasarana dan sarananya sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara
Jakarta dan Bandung;

. bahwa upaya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana

kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perIu didukung dengan penyediaan lahan yang
memadai;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat
Antara Jakarta dan Bandung;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria;

. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia; :
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te’ntang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan -
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

Peraturar. Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara
Jakarta dan Bandung;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;

Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2016 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 105 Tahun 2016
tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah
Dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah 2030;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan.Zonasi;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK
PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN
BANDUNG.

Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Kereta Api Cepat antara
Jakarta dan Bandung melalui Kelurahan Halim Perdanakusuma dan
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi
Jakarta Timur seluas + 223.025 m? (lebih kurang dua ratus dua puluh
tiga ribu dua puluh lima meter persegi) sesuai peta situasi 1 : 2.000
dengan Nomor Pemeriksaan 78/T/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini. ‘
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Dalam rangka pembangunan Jalur Kereta Cepat antara Jakarta dan
Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Konsorsium
4 (empat) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pilar Sinergi BUMN
Indonesia (PT PSBI) melaksanakan pengadaan tanah termasuk
pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi
yang menurut perencanaan diperlukan untuk kepentingan Jalur
Kereta Cepat.

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali untuk paling lama 1 (satu) tahun. .

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar mengumumkan/
mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Jalur Kereta Cepat
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang
14 (empat belas) hari kerja. :

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) agar berkoordinasi dengan
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang
ditetapkan untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU terdapat kewajiban dalam Izin Penunjukan Penggunaan
Tanah (IPPT). _

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada PT Pilar Sinergi
BUMN Indonesia (PT PSBI).

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2017

DA -
%&U‘BERN@R@ROVINSI DAERAH KHUSUS
e _TBUKOTA JAKARTA,

/ N\, R 3V

/

. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
. Inspektur Provinsi DKI Jakarta .
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Jakarta Timur
. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Provinsi DKI Jakarta
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. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Setda Provinsi DKI Jakarta
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. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
. Camat Makasar

. Lurah Halim Perdanakusuma

. Lurah Cipinang Melayu
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~ . KETERANGAN
- BERDASARKAN PERATURAN DAEAAH NDMDR 1 TAHUN 2014 TENTANG AENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI
TPAPFLAR - BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERS PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP| CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTER! BUMN
. NDMOR B/70M/2016 TANGGAL 15 JANUAR! 2016 HAL REKDMENDAS) PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHI. TNI AU
- BERDASARKAN SURAT GUBEANURA PRDVINS! DK JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/1.811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDASI TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DK! JAKARTA
@ Hi4 H.4 NOMOR DU.HK.04.80,2017 TANGGAL 14 JUL12017 HAL PERMOH DNAN PENETAPAN LOKASI ATAS RENCANA PENGADAAN
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TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
. K3 - BERDASARKAN SURAT PT. WLIAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
) TATA RUANG DAN PERTANAHAN DK! JAKARTA ND. TP.01.09/A/DIA. 10127/20 17 TANGGAL 6 JULS 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKASI UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
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- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANS) TERKAIT
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TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- BERDASARKAN SURAT PT. WIJAYA KARYA (PERSERD) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKl JAKARTA NO. TP.01.09/A/DIR. 10127/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKAS| UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBAL .

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANS! TERKAIT

4 BUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

OTA JAKARTA \

e

e,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NNR - 193 iy 2017

TANGGAL w \

BUAN  : «NC#.‘,

TAHUN @ zo.wnvs N

DISETUJUL

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

DIKETAHUI .
KABID. PERTANAHAN ~ ~
DAN PEMETAAN

DAN PEMANFAATAN

DIKETARUI
m KABID, PERENCANAAN
STRUKTUR RUANG

PEMOHDN  :

PT. PILAR

DIPERIKSA R
KASIE PENGUKURAN  *

o DIPERIKSA i
= KASIE. TRANSPORTAS! *

SPTNDMOR

BERKAS
NO PEMERIKSAAN

: T8/T/PPSR/DCKTRPVIV2017

SKALA: 12000 LEMBARKE :S/11

PERIHAL :

TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




PETA IKHTISAR 1 : 100.000 LEGENDA :

RENGANA KOTA
JALUR KERETA CEPAT : [
STASIUN | ZZZZZA
AREAYANGPERLU = —— =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONAS!

- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP1 CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR

- BERDASARKAN SURAT MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTER! BUMN
NOMOR B/70/M//2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDAS! PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNE DHL. TN} AU

- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DK! JAKARTA KEPADA MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/-1.811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDAS] TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA g
NOMOR DU.HK.04.60.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKAS! ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG R

- BERDASARKAN SURAT PT, WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01.08/ADIR. 10127/2017 TANGGAL 6 JUL! 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKAS! UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALIGNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI *

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKDORDINAS! DENGAN INSTANSI TERKAIT

4 AUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS PROVINSI DK JAKARTA
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KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR -
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PETA IKHTISAR 1 : 100.000 LEGENDA :
RENCANA KOTA

JALUR KERETA CEPAT : Ezmr———=]
STASIN : ZZZZZA
AREAYANGPERLU = — =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS! RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

M

==

KETERANGAN :
- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONAS!
-~ BERD: KEPUTUSAI F REPUBLIK INDONESIA ND. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP! CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTER{! BUMN
NOMOR B/70/M//2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDAS) PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHi. TNi AU
~ BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA MENTER{ PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/1.811.3 TANGGAL 11 2015 HAL REKC TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMN {NDDNESIA KEPADA GUBERNUR PROVINS! DKI JAKARTA -
NOMDR DU.HK.04.60.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKAS! ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01.08/A/DIR.10127/20 17 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKAS) UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PROSES

PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI »
- SEBELUM PELAKSANAAN AGAR BERKOC INSTANS! TERKAIY
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
gcwmmzcm PROVINS| DAERAH xIcwcw* PROVINS! DKI JAKARTA
iBl TA JAKARTA NOMOR 1 /Y3 &S rare 20 \N
TaNGoAL ¢ B/

s Jer Lt
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DISETUJUL \v\
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN -
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DAN PEMETAAN DAN PEMANFAATAN
STRUKTUR RUANG PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA

DIPERIKSA . DIPERIKSA

kasiE PENGUKURAN ¢ 3 KASIE TRANSPORTAS! *

SPTNOMOR : BERKAS © 78/TPPSRIDCKTRP! SKALA: 1:2000 | LEMBARKE :7/%%
NO PEMERIKSAAN * 787 il

PERIHAL :

TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




PETA IKHTISAR 1§ : 100.000 LEGENDA:

RENCANA KOTA
JALUR KERETA GEPAT : =z
STASIUN ...
AREAYANGPERLU = —— =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS| RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NDMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETA{L TATA RUANG
DAN PERATURAN ZDNASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP1 CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTER] PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMN
NOMOR B/70M/12016 TANGGAL 15 JANUAR} 2016 HAL REKOMENDAS| PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHI. TNI AU
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINSI DK} JAKARTA KEPADA MENTER{ PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/-1,811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL AREKOMENDAS! TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR DU.HK.04.80.2017 TANGGAL 14 JUL} 2017 HAL PERMDHONAN PENETAPAN LOKAS| ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARATA - BANDUNG
- BEADASARKAN SURAT PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01.09/A/DIR.10127/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHDNAN
PENGUKURAN LOKAS! UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANOUNG .
~ SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PRDSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI 4

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANS| TERKAIT

. LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
{ BUBERNUR PROVINSI DAERAH _AICmcm\N PROVING! DK JAKARTA
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RASIE PENGUKURAR. x ’ RASIE, TRANSPORTAS “&
SPT NOMDR : meﬁmm_ : 78T/PPSRIDCKTREMIZ017|  SKALA: 1:2000 | LEMBARKE :8/11
PERIHAL !

TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR

m‘wm PEMERINTAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
) DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




PETA IKHTISAR 1 : 100.000 LEGENDA:

RENCANA KOTA
JALUR KERETA CEPAT : [
STASIUN 222z
AREAYANGPERLU 7= —— =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :
- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI
- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTER} PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO, KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP1 CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR
- BERDASARKAN SURAT MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMN
NOMOR B/70/M/1/2016 TANGGAL 15 JANUART 2016 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHE. TNI AU
- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINS! DK! JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMDR 4201/-1.811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDAS! TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINS! DKi JAKARTA
NOMOR DU.HK.04.60.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKAS! ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- BERDASARKAN SURAT PT. WIIAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01.08/A/DIR.10127/2017 TANGGAL 6 JULI 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKASt UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/GNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA o)r).s PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINASI DENGAN INSTANS] TERKAIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
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SPT NDMOR s BERIAS oy | TOTPRSRIOGKTRPMZNT| SKALAT 1:2098 | LEMBARKE 19111
PERIHAL :

TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR
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3 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




PETA IKHTISAR 1 : 100.000 LEGENDA :
RENCANA KOTA
JALUR KERETA CEPAT : ==z

STASIUN | ZZZZA
AREAYANGPERLU 7= — =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMDR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONAS}

- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP{ CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR

- BERDASARKAN SURAT MENTER! PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMN
NOMOR B/70/M/122016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDAS! PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHI. TNI AU

- BERDASARKAN SURAT GUBERNUA PROVINS! DK! JAKARTA KEPADA MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/-1,811,3 TANGGAL 11 DESEMBER 2016 HAL REKOMENDAS| TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

- BERDASARKAN SURAT PT. PILAR SINERG! BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINSI DK) JAKARTA g
NOMOR DU.HK.04.60.2017 TANGGAL 14 JULI 2017 HAL PEAMOHONAN PENETAPAN LOKAS! ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG ,

- BERDASARKAN SURAT PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA ND. TP.01.09/A/DIR.10127/2017 TANGGAL 6 JUL! 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKAS! UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN ALIGNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA DALAM PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALI .

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOCORDINASI OENGAN INSTANSI TERKAIT

¢ /GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS PROVINSI DKI JAKARTA
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sy T Ly )
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STRUKTUR RUANG PT. PILAR SINERG! BUMN INDONESIA
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KASIE PENGUKURAN  * % KASIE. TRANSPORTAS! ©

. BERKAS . SKALA: 132000 x__hsmzﬂxm 0711
SPT NOMDR B ERIKSAM | TBTPPSRIDCKTRPIVIZ0T
PERIHAL :

TRASE JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TfW  PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
& DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




4100

PETA IKHTISAR t : 100.000 LEGENDA :

RENCANA KOTA
JALUR KERETA CEPAT : (rmre=rr]
STASIUN H ravv.cv.av.a]
AREAYANGPERLL = —— =
DIBEBASKAN

SEMATA-MATA MENYATAKAN INFORMAS! RENCANA KOTA
DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

KETERANGAN :

- BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONAS!

- BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTER| PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. KP. 25 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN TRASE JALUR KERETA AP| CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG LINTAS HALIM-TEGALLUAR

- BERDASARKAN SURAT MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI BUMN
NOMOR B/70/M/U2016 TANGGAL 15 JANUARI 2016 HAL REKOMENDASI PENGGUNAAN LAHAN KEMHAN/TNI DHI. TNI AU

- BERDASARKAN SURAT GUBERNUR PROVINS! DKt JAKARTA KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4201/1.811.3 TANGGAL 11 DESEMBER 2015 HAL REKOMENDAS| TRASE KERETA CEPAT
ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

- BERDASARKAN SURAT PT. PIiLAR SINERG! BUMN INDONESIA KEPADA GUBERNUR PROVINS! DK JAKARTA k
NOMOR DU.HK 04.60.2017 TANGGAL 14 JULi 2017 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKAS| ATAS RENCANA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG R

- BERDASARKAN SURAT PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. KEPADA KEPALA DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN DKI JAKARTA NO. TP.01.08/A/DIR.10127/2017 TANGGAL 8 JULI 2017 HAL PERMOHONAN
PENGUKURAN LOKAS] UNTUK PENETAPAN TRASE INDIKATIF PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG

- SEHUBUNGAN ADANYA PERUBAHAN AL/IGNMENT JALUR KERETA CEPAT JAKARTA - BANDUNG , MAKA O>r>§ PROSES
PEMATOKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN, AGAR DILAKUKAN PENGUKURAN KEMBALL

- SEBELUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AGAR BERKOORDINAS! DENGAN INSTANSI TERKAIT

] LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNLUR
& /GUBERNUR PROVINSI DAERAH _AIC.wcw\ PROVINSI OKI JAKARTA
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PERIHAL ©
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KOTA ADMINISTRAS! JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

